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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENT ANG 

LA PO RAN PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2004 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL!KOTA MOJOKERTO, 

bahwa sehubungan dengan telah berakhimya Tahun Anggaran 2004, perlu 
dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

b. bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah ; 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa 
Ba rat; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
tJndang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Ecbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
3851); ' 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4286); 

a. 

I. 



8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nemer 4355); 

9. Undang-undang Nornor 10 Tahon 2004 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ): 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Neillra Tahon 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437): 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintah Dacrah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat n Mojokerto ( Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ); 

13. Peratoran Pemerintah Nomor 104 Tahon 2000 tentang dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahon 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lcmbaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4165): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahon 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4022): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang P.injaman Dacrah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor I 08 Tahun 2000 tentang Tat<l Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4028): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahon 2001 Nomor 118, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4138); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahon 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139) : 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahon 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler ciao Keuangan Pimpinao ciao Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Tahon 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416): 



Menetapkan 

2 I. Keputusan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 29 Tahun 2002 ten tang 
Pedoman Pcngurusan, Pcrtanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

22. Pcraturan Dacrah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 
4/E ); 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 
( Lembaran Oaerah Tahun 2003 Nomor 3/A ); 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2004 ( Lembaran Daerab Tahun 2004 Nomor 2/A ); 

25. Keputusan Walikota Nomor 34 Tahun 2003 tentang Peojabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anwran 2004 ( Lembaran 
Daerah Tahun 2003 Nomor 3/A ); 

26. Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2004 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2/A ); 

Dengan persetujuan bersama 

DEW AN PERW AKI LAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 
dan 

WAUKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 

Pasal l 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2004 sebagai 
berikut: 

a. Pendapatan Rp 166.225.417. 746,68 

b. Belanja Rp I 57.806.452.785,00 

Surplus 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp 9.921.409.332,07 

- Pengeluaran Rp 345.635.174,17 

Surplus 

Rp 8.418.964.961,68 

Rp 9.575.774.157,90 



Pasal 2 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejwnlah Rp 2.139.067.953,32 
dengan rincian sebagai berikut : 
a Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 168.364.485.700,00 
b Realisasi 

Selisih kurang 

Rp 166.225.417.746,68 

Rp 2.139.067.953,32 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejwnlah Rp 21.936.874.315,00 
dengan rincian scbagai bcrikut : 
a. Anggaran belanja setelab perubahan Rp 178.931.327.100,00 
b. Rcalisasi 

Selisih kurang 

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi sejwnlah Rp 
rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran defisit setelah perubahan 
b. Realisasi Surplus 

Selisih lebih 

Rp 157.806.452.785,00 

Rp 21.124.874.315,00 

18.985.806.361,68 dengan 

Rp !0.566.841.400,00 
Rp 8.418.964.961,68 

Rp 18.985.806.361,68 

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pcmbiayaan 
Rp. l.520.429.267,93 dengen rincian sebagai berikut : 
a. Penerimaan 

1 ). Anggaran Setelah Perubahan 
2). Realisasi 

Selisih kurang 

defisit sejumlah 

Rp l.520.429.267,93 

Rp 1 l.441.838.600,00 

Rp 9.921.409.332,07 

b. Pengeluaran 
I). Anggaran Setelah Perubahan 
2). Realisasi 

Selisih kurang 

Pasal 3 

Rp 25,83 

Rp 345.635.200,00 

Rp 345.635.174, l 7 

( l) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dala!n pasal I, posisi keuangan pada tanggal 
31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut : 
a. Jumlah Alctiva Rp.571.522.315.938, l 8 
b. JwnlahUtang Rp. 3.319.164.319,70 
c. Jwnlah Ekuitas Dana Rp.568.203.151.618,48 

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Sa!do Kas Daerah pada tanggal 
31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran K.as sejurnlah 
Rp 17.994.739.119,58 dengan rincian scbagai bcrikut: 



a Saldo Ka., I Januari 2004 Rp 9.921.409.332,07 
b Jumlah pcnerimaan kas Rp 166.225.417.746,68 

c Jumlah pengeluaran kas 

d Saldo Kas 31 Descmber 2004 

Pasal 4 

Rp 176.146.827.078,75 
Rp !58.152.087.959,17 

Rp 17.994.739.119,58 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angl!l',tlln Pendapatan dan Belanja Daerah 
dijelukan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Dacrah ini, yaitu : 

I. Lampiran I Laporan Realisasi APBD 
2. Lampiran II Nota Perhitungan APBD 
3. Lampiran Ill Laporan Aliran Kas 
4. Lampiran IV Neraca Daerah 

Passi 5 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Passi 4 rnerupekan bagian yang 
tidak tcrpisahlcan dari Peraturan Daerah ini. 

Passi 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; 
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 8 September 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ltd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 8 September 2005 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ltd. 

Drs. SOEBIANTORO, M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 510 035 459 

LEM BARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 2/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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